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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran
penerimaan dan pengeluaran Daerah, schingga anggaran pencrimaan dan
pengeluaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
menjadi relevan dan penting bagi pemerintah Daerah. APBD seharusnya
dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kescjahteraan masyarakat.
Sehingga dengan dicapainya tujuan Daerah yang telah ditetapkan dapat
diketahui kinerja suatu pemerintah Daerah (Rahman, dkk. 2022).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar
pengelolaan keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah dalam
penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat
Daerah (RKA SKPD). Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, Kepala
Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dengan
pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.

Menurut UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Darah, Pasal 1 angka
32 yang dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda™ (K, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponenutama
yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan
daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan,
dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada
komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber

pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh
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dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana
yang diperoleh pemerintah dacrah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan
dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh
dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah dacrah juga memperoleh
pendapatan dari dacrah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Komponen belanja dacrah merupakan perwujudan
pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.
Terdapat empat pos utama di dalam belanja dacrah yaitu pos Belanja Pegawai,
pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya.
Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan
oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.
Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada
kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah.
Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah
terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau
dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos
penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua
komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemda yaitu penyertaan modal
(Investasi Daerah) dan pembayaran pokok utang (Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2017).

Menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan
peraturan yang berlaku sangat penting bagi lembaga pemerintah karena
bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan serta
memudahkan proses pengeluaran kas. Pengendalian internal terhadap
pengeluaran kas belanja langsung adalah metode yang dapat digunakan oleh
manajemen untuk membimbing anggota organisasinya dalam bidang keuangan.
Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang paling sering digunakan untuk

melakukan berbagai macam pembayaran, salah satunya digunakan untuk
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belanja langsung, dimana hal tersebut memiliki berbagai kendala dalam
pelaksanaannya. Belanja Langsung (LS) adalah jenis pengeluaran yang
dilakukan oleh satuan kerja, dimana dana langsung ditransfer dari rekening kas

daerah/negara ke pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditentukan (Rawung,
dkk, 2023)

1.2, Cakupan Pembahasan Tugas Akhir
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan Tugas Akhir adalah

"Bagaimana Prosedur Pengeluaran Kas dan Anggaran Belanja Pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Derah Istimewa Yogyakata?”. Secara rinci

rumusan masalah Tugas Akhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY?

2. Bagian dan pihak mana saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan
anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah
Istimewa Yogyakarta?

3. Dokumen apa saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan anggaran

belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir mengenai prosedur Pengeluaran Kas dan
Anggaran Belanja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa
Yogyakarta antara lain:

1. Mengetahui prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

2. Bagian dan pihak mana saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas dan
anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

3. Dokumen dan laporan apa saja yang terkait dalam proses pengeluaran kas

dan anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
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1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi Lembaga Pendidikan
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tugas ak hir untuk periode selanjutnya
khususunya tentang prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja, dan
menjadi alat ukur kelulusan telah menyelesaikan Tugas Akhir.

2. BagiPembaca
Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penulis lain yang
mengambil topik penelitian yang sama.

3. Bagi Penulis
Manfaat tugas Akhir penulis yaitu menjadi pemenuhan syarat kelulusan
Program Studi Akuntansi Diploma III Politeknik YKPN Yogyakarta,
menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi
terutama tentang prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja dan
mendapatkan pemahaman serta pengalaman mengenai dunia kerja dan

mengaplikasikan teori yang didapat sehingga dapat menjadi bekal dalam
dunia kerja nantinya.
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BAB 11
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Prosedur
Prosedur adalah jenis teks yang berisi cara-cara untuk membuat atau cara
melakukan suatu hal, yang dijelaskan menurut metode langkah per langkah

secara runtut dan detail (Rahayu, 2022).

2.2. Manfaat Prosedur
Prosedur mempunyai beberapa manfaat, berikut macam-macam manfaat
prosedur (Toding, 2023):
1. Lebih mempermudah dalam memastikan pengambilan langkah.
2. Menjadi petunjuk kerja yang jelas yang pastinya wajib dipatuhi.
3. Membuat serta meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.
4. Pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta terbatas, sehingga
membuat pelaksana dalam melakukan pekerjaannya.
5. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan,

apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera diadakan perbaikan-

perbaikan.

2.3. Jenis Prosedur
Menurut (Mutiarasari, 2023) terdapat beberapa jenis prosedur, yaitu:
1. Prosedur sederhana, adalah prosedur yang langkah-langkah sederhana yang
biasanya hanya terdiri atas 2-4 langkah saja dalam melakukannya.

2. Prosedur kompleks, prosedur yang berisi banyak langkah dalam

melakukannya.

3. Prosedur protokol, merupakah prosedur yang setiap langkahnya bisa diubah

tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama.

2.4. Pengertian Kas

Kas merupakan elemen penting karena berfungsi sebagai alat pertukaran
atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional perusahaan. Oleh karena itu, kas mempunyai sifat mudah dipindah

5
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2.5

2.6.

2.7,

tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya maka uang kas yang keluar
akan mudah disalah gunakan. Melihat kondisi kas yang demikian berisiko maka
setiap perusahaan harus punya sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran
kas yang baik, dimana manajemen bertanggung jawab atas pencrimaan dan

pengeluaran kas (Ramadhani dan Kusmilawaty, 2023).

Pengertian Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah jurnal yang dikenal sebagai pembayaran uang
secara tunai. Jurnal pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang
digunakan dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Fungsi dari
jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas
keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pengeluaran kas

yang dimaksudkan untuk membeli barang atau mengguanakan jasa (Senastri,
2021).

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
keuangan Daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan Daerah.
APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah Daerah kepada
masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh
pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD
(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Struktur APBD

Struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019

merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

2.7.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan

6
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hak Dacrah dalam | (satu) tahun anggaran,

2.7.2. Belanja Dacrah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Belanja Dacrah meliputi semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Dacrah yang tidak perlu diterima kembali oleh
Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ckuitas yang merupakan
kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD
mengalami beberapa perubahan, menyesuaikan dengan struktur APBD
yang diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Terkait dengan struktur
pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya jadi satu dari tiga
sumber pendapatan Daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Lebih
lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan Daerah yang diatur dalam
Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019:

a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
l. Pajak Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak
Daerah;

2. Retribusi Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
retribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal
Daerah; dan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terdiri atas:

a) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak
dipisahkan;

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
7
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c) Hasil Kerja
d) Hasil Penjualan Barang Milik Dacrah (BMD) yang tidak
dipisahkan;
¢) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
f) Hasil Kerja Sama Daerah;
g) Jasa Giro;
h) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
i) Pendapatan bunga;
j) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
k) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lain;
[) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;
m) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;
n) Pendapatan denda pajak daerah;
o) Pendapatan denda retribusi daerah;
p) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
q) Pendapatan dari pengembalian;
r) Pendapatan dari BLUD; dan
s) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pendapatan Transfer, meliputi:
1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:
1) Dana Perimbangan, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum, terdiri atas:
a) DBH.
b) DAU.
b. Dana Transfer Khusus, terdiri atas16:
a) DAK Fisik; dan
b) DAK Non Fisik.
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2) Dana Insentif Daerah,

Merupakan pendapatan transfer yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan
kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian
kinerja tertentu.

3) Dana Otonomi Khusus

Merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan
kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

4) Dana keistimewaan

Merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan
kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

5) Dana Desa,

Merupakan pendapatan transfer yang bersumber
dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Transfer antar Daerah, terdiri atas:
a) Pendapatan bagi hasil; dan
b) Bantuan keuangan.
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:
1) Hibah
Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
9
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2) Dana Darurat
Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Dacrah pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang  diakibatkan olch
bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah
dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2.7.3. Pembiayaan Daerah

Struktur Pembiayaan Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12
Tahun 2019.Yang dimaksud dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. SiLPA bersumber dari:

a. Pelampauan Penerimaan PAD;

s

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;

e o

Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;

Penghematan Belanja;

o

f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan; dan/atau

g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa
dana pengeluaran Pembiayaan.

Terkait dengan pencairan dana cadangan terdapat aturan sebagai

berikut:

a. Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana
Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun

anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
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anggaran berkenaan,

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan scbagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Dacrah dianggarkan
dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang

akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bersumber dari:

a.

b.

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lain;

Lembaga Keuangan Bank;

Lembaga Keuangan bukan Bank; dan/atau

Masyarakat

1
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2.8. Flowchart prosedur pengeluaran kas

Pengajuan Dana (PUMK/PPTK)

Kasir (Verifikasi » Penyerahan perskot)

|

Pelaksanaan Kegiatan oleh PPTK

I

Penyerahan dokumen SPJ (PUMK/PPTK) kepada verifikator

I

Proses Verlikasi

I

Pengesahan oleh PPK SKPD

I

Pengesahan oleh Pengguna Anggaran

v

Pengesahan oleh Bendahara

}

Penyelesaian laporan keuangan oleh bendahara

vV VV V V V

PPTK Pembukuan oleh )
Scan dan membuat PA bendahara meliput 5 Jut
uploud | —»{NPD sesuas|—»] melakukan [—» pembuatan Tanda Bukt [—p" "} ey SnmSTant
kuitansi realsasi otonsast Pembayaran dan dan SP)
sP) pencatatan BKU fungsonal
\

Gambar | Flowchart Pengeluaran Kas melalui pembayaran UP/GU
Sumber: Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan DLHK DIY
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Penjelasan tentang Prosedur Pengeluaran Kas melalui pembayaran
UP/GU adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Dana
a. Format pengajuan dana sesuai ketentuan
b. Berkas pengajuan dana rangkap dua lembar (lembar | untukkasir,
lembar 2 untuk PPTK)
¢. Pengajuan dana dilakukan olch PUMK atas persetujuan PPTKsesuai
dengan sub kegiatan yang diampu
d. Besaran pengajuan dana disesuaikan dengan aliran kas DPA yang
berlaku
e. Pengambilan dana yang diajukan hanya diperkenankan oleh
PUMK/PPTK kecuali dengan alasan tertentu dapat di delegasikan
f. Pengajuan dana paling lambat tanggal 5 dalam setiap bulan
2. Kasir (Verifikasi > Penyerahan Perskot)
a. Kasir melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana tersebut
b. Jika sudah diverifikasi, kasir menyerahkan uang muka kerja atau
persediaan kas (Perskot) kepada PUMK/PPTK
3. Pelaksanaan Kegiatan oleh PPTK
PPTK menggunakan dana yang telah diberikan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan rencana
4. Penyerahan dokumen SPJ (PUMK/PPTK) kepada verifikator
a. Penyerahan berkas dan lembar pengumpulan SPJ untuk diverifikasi
b. Penyerahan dokumen dan lembar pengumpulan SPJ yang telah
disahkan oleh PA
c. Berkas SPJ dibuat 3 rangkap dengan rincian:
1. Berkas 1 (asli) untuk arsip
2. Berkas 2 (salinan) untuk Inspektorat
3. Berkas 3 (salinan) untuk PPTK
d. Kuitansi/Bend 26 yang akan disahkan oleh PPK SKPD dan
Pengguna Anggaran, terlebih dahulu harus diparaf oleh Kepala
Bidang/Kepala Balai dan telah ditanda tangani oleh PPTK (pada
bagian yang menjadi kewenangan/tanggung jawab PPTK)
e. SPJ dianggap definitif/selesai, setelah disahkan Pengguna Anggaran

dan telah tercatat dalam BKU Bendahara Pengiriman
13
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10.

1.

12:

13.

Proses verifikasi
a. Verifikasi dilakukan oleh petugas verifikator di Sub Bagian
Keuangan
b. Apabila dalam verifikasi terdapat kesalahan, kekurangan segera
diselesaikan maksimal pada hari berkenan
Pengesahan oleh PPK SKPD
Setelah diverifikasi, SPJ disahkan oleh PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang
bersangkutan
Pengesahan oleh Pengguna Anggaran
Setelah disahkan oleh PPK, dokumen SPJ diserahkan kepada Pengguna
Anggaran (PA) untuk otorisasi lebih lanjut
Pengesahan oleh Bendahara
Bendahara memeriksa dan mengesahkan SPJ yang telah diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran
Penyelesaian Laporan Keuangan oleh Bendahara
Bendahara menyusun laporan keuangan berdasarkan SPJ yang telah
disahkan, mencatat transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), dan
membuat Tanda Bukti Pembayaran (TUP)
Scan dan Upload dokumen
a. Format Scan sesuai ketentuan
b. Dokumen yang discan berupa Bend 26
c. Dokumen yang discan berupa Bend 26 dengan format PDF dan
pengumpulan SPJ dengan format excel
PPTK membuat NPD sesuai Realisasi SPJ
PPTK membuat Nota Perhitungan Dana (NPD) berdasarkan realisasi
pengeluaran yang tercantum dalam SPJ
PA melakukan Otorisasi
Pengguna Anggaran (PA) melakukan otorisasi terhadap NPD yang telah
dibuat oleh PPTK
Pembukuan oleh Bendahara
Bendahara melakukan pembukuan akhir yang meliputi pembuatan Tanda

Bukti Pembayaran (TBP) dan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum

(BKU)
14

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

14, Penyusunan LPJ
Bendahara dan pihak terkait menyusun Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) yang mencakup semua transaksi dan penggunaan dana
15. SPJ Administratif dan SPJ Fungsional
a. SPJ Administratif berisi dokumen-dokumen administratif terkait
pertanggungjawaban dana
b. SPJ Fungsional mencakup rincian kegiatan dan hasil pelaksanaan

yang di danai

Catatan: Pencatatan transaksi atas belanja barang persediaan kepada

pengurus barang OPD dengan bukti stempel pada Bend 26

Permohonan pencairan oleh PPTK/Pihak ketiga disertai
dokumen pengajuan LS
Pembualan SPP
L J
l
Pembuatan SPM
- | !
Pengajuan ke KASDA
\ —
Penerbitan SP2D

Gambar 2 Flowchart Pengeluaran Kas melalui pembayaran LS

Sumber: Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan DLHK DIY
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Keterangan:

Kelengkapan dokumen yang disiapkan oleh PPTK dan Penyedia:
1) Kwitansi (Bend 26)

2) Salinan DPA

3) Curat Pernyataan PA atau KPA

4) Ringkasan/Risalah Kontrak

5) Laporan Selesai Pekerjaan

6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

7) Berita Permohonan Pembayaran

8) Surat Permohonan Pembayaran

9) Berita Acara Pembayaran

10) Surat kesanggupan dipotong pajak dan biaya transfer
11) Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)

12) Fotocopy Rekening Bank

13) Fotocopy KTP Pihak Ketiga

14) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penjelasan tentang Prosedur Pengeluaran Kas melalui pembayaran LS

adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pencairan PPTK/Pihak Ketiga
Pihak PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atau Pihak Ketiga
yang terkait mengajukan permohonan pencairan dana dengan
melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen ini
biasanya mencakup kontrak kerja, berita acara serah terima pekerjaan,
faktur, dan dokumen pendukung lainnya.

2. Dokumen Pengajuan LS
Dokumen yang diajukan untuk pencairan LS harus memenuhi syarat
dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dokumen tersebut harus sesuai
dengan anggaran yang telah ditetapkan, ada persetujuan dari pejabat

yang berwenang, dan telah memenuhi prosedur administrasi.
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. Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Setelah  permohonan pencairan diterima dan dokumen dianggap
lengkap, bagian keuangan membuat SPP. SPP adalah dokumen yang
digunakan untuk meminta pembayaran kepada Bendahara Umum

Daerah

. Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)

SPP yang telah disetujui kemudian akan ditindak lanjuti dengan
pembuatan SPM. SPM adalah dokumen yang digunakan okleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) untuk menginstruksikan pembayaran

kepada pihak yang berhak.

. Pengajuan ke KASDA (Kas Daerah)

SPM yang telah ditandatangani dan disetujui oleh KPA kemudian
diajukan ke KASDA atau bagian yang mengelola keuangan daerah

untuk diproses lebih lanjut.

. Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Setelah KASDA memproses SPM, SP2D akan diterbitkan. SP2D
adalah perintah kepada bank untuk melakukan pencairan dana kepada

pihak yang berhak sesuai denganjumlah yan tercantum dalamSPM.

. Pencairan Dana

Dengan adanya SP2D, bank akan mencairkan dana sesuai dengan
instruksi yang ada, dan dana tersebut akan ditransfer ke rekening pihak

yang berhak menerima.

17
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BAB 11
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal
31 Agustus 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang beralamatklan di Jalan Argolubang Nomor 19 Baciro,

Gondokusuman, Yogyakarta.

3.2. Jenis Data

Dalam melakukan pengembangan pembahasan laporan tugas akhir ini,
penulis melakukan dengan metode kualitatif. Menurut (Waruwu, 2023) Metode
Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif
dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa,
fenomena dan situasi sosial yang diteliti untuk menggambarkan karakteristik
mengenai situasi dan kondisi yang diteliti pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh
penulis sebagai pemandu, agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan

fakta yang ditemui di lapangan.

3.3. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya sumber data yang
digunakan sebagai acuan. Menurut (Afra, 2023) ada beberapa teknik
pengumpulan data dan pengertiannya. Berikut sumber data yang digunakan
penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir:

1) Observasi
Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan
langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung
ditempat terjadinya peristiwa.
2) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil
datasecara langsung dengan melakukan komunikasi secara langsung
dengan responden atau informan. Wawancara bisa memberi pemahaman
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3)

mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu
mengenai topik pembahasan.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data
dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan
gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung
pembahasan. Dengan dokumentasi, penulis dapat menggunakan sumber-
sumber yang telah ada untuk mendukung hipotesis dan juga untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
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L T A S L P AT G SR L I 5 v T AN e I A L TR

BAB IV
PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kechutanan Daerah [stimewa Yogyakarta
(DLHK DI1Y) merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan DIY. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan implementasi dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup
kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY bergabung padaTahun
2019 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataankelembagaan
baru Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai denganPeraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018.

Riwayat pergantian pimpinan Kepala DLHK DIY pasca penataan
kelembagaan yaitu Bapak Ir. R. Sutarto, MP (Tahun 2019 - 2020) dan terhitung
mulai tanggal Oktober 2020 memasuki masa purna tugas, Bapak Ir. Hananto
Hadi Purnomo, M.Sc. (November 2020 — Februari 2021) sebagai Pejabat Plt
Kepala, Bapak Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si(Maret 2021 - September 2023)
secara resmi menjabat sebagai Kepala, Bapak Kusno Wibowo, S.T., M.Si.
(Oktober 2023 - sampai saat ini) dilantik pejabat baru sebagai DLHK DIY.
Kelembagaan DLHK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DLHK DIY.
Memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang kelembagaannya diatur dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
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4.1.3.

Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada DLIHK DIY. Dalam
struktur organisasi DLHK DIY, kepala Dinas membawahi | Sckretariat, 4

Bidang, § balai dan jabatan fungsional tertentu.

. Bentuk Institusi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kchutanan Dacrah Istimewa Yogyakarta
merupakan institusi kedinasan dacrah atau unsur pelaksana Pemerintah Daerah
yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh seorang
kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati melalui

sekretaris daerah.

Visi dan misi

Visi pembangunan DLHK DIY adalah “Terwujudnya PANCAMULIA
Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan

Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi”.

DLHK D1Y menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang
inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan
infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan
sumber daya setempat;

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan
teknologi informasi;

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan

pertanahan yang lebih baik
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4.1.4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sesuai
dengan Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor |11 Tahun
2022 dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Perhubungan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan
tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sckretariat
Sekretariat merupakan divisi yang menyediakan setiap kebutuhan surat
keluar, bertanggung jawab atas pengarsipan, surat menyurat dan
dokumentasi administrasi lainnya. Sekretariat terdiri atas:
a. Subbagian Umum
Merupakan bagian yang menyelenggarakan program kepegawaian
dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai,
penatausahaan, pendidikan, dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan
pegawai, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat dan kehadiran.
b. Subbagian Keuangan
Merupakan yang menyelenggarakan penyusunan rencana,
pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan
dan pelaporan keuangan.
c. Jabatan Fungsional
Merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.
3. Bidang-bidang yang terdapat pada DLHK DIY, terdiri atas:
a) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup
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b)

<)

d)

Memiliki tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan
penyelesaian sengketa lingkungan, pencgakan hukum lingkungan
serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Memiliki tugas menyusun program kerja, melaksanakan,
mengatur,mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup,
pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan,

Bidang Planologi, Produksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan

Memiliki tugas melakukan investarisasi dan perencanaan hutan,
pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, serta pengukuran dan
pemetaan hutan.

Bidang Rehabilitasi, Konservasi alam dan  Perlindungan
Hutan

Menmiliki tugas melakukan usaha perlindungan, pengamanan hutan,

penegakan hukum, pengendalian perubahan iklim, dan konservasi

sumber daya alam.

Struktur organisasi yang kedua Balai/lUPT (Unit Pelaksana
Teknis) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sesuai dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun
2022 dibagi menjadi:

1. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung
untuk meningkatkan rasio pemanfaatan sumber daya hutan.

Susunan organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan:

a) Kepala Balai

b) Subbagian Tata Usaha

c) SeksiPerencanaan dan Reboisasi

d) Seksi Pemanfaatan Hutan

e) Jabatan Fungsional

23

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Balai Laboratorium Lingkungan
Balai Laboratorium  Lingkungan mempunyai  tugas
melaksanakan kegiatan operasional atau  kegiatan  teknis
penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas
lingkungan. Susunan organisasi Balai Lingkungan Laboratorium
Lingkungan:
a) Kepala Balai
b) Subbagian Tata Usaha
¢) Seksi Pengendalian Mutu
d) Seksi Pengujian
¢) Jabatan Fungsional
3. Balai Pengelolaan Sampah
Balai Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan
kegiatanoperasional dan kegiatan teknis penunjang dinas dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir
regional piyungan. Susunan organisasi Balai Pengelolaan
Sampah:
a) Kepala Balai
b) Subbagian Tata Usaha
¢) Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
sampah
d) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
¢) Jabatan Fungsional
4. Bidang Perbenihan Kehutanan
Balai  Perbenihan  Kehutanan  mempunyai  tugas
melaksanakan teknisoprasional Dinas bidang perbenihan tanaman
kehutanan. Susunan organisasi Balai Perbenihan Kehutanan:
a) Kepala Balai
b) Subbagian Tata Usaha
c¢) Seksi Pengembangan Perbenihan
d) Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan

e) Jabatan Fungsional
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5. Balai Taman Hutan Raya Bunder
Balai Taman Hutan Raya Bunder mempunyai tugas
melaksanakan teknis operasional Dinas dalam kawasan yang
menjadi kewenangan Balai Taman IHutan Raya Bunder. Susunan
organisasi Balai Taman Hutan Raya Bunder:
a) Kepala Balai
b) Subbagian Tata Usaha
¢) ScksiPerencanaan Restorasi dan Reboisasi
d) SeksiPemanfaatan Hutan

¢) Jabatan Fungsional
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Gambar 3 Struktur Organisasi DLHK DIY
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4.1.5.
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Gambar 4 Struktur Organisasi Balai/UPT DLHK DIY

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomorl11

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi danTata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas mempunyaitugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan

pemerintahan bidang kehutanan. Untuk melaksanakan ketugasan, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai fungsi:

1.

)

Penyusunan program kerja Dinas;
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3. Penyelenggaraan penaatan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas
lingkungan hidup;

4. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup;

Penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;

Penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;

Pengelolaan persampahan;

Pengelolaan laboratorium lingkungan;

© 2 N

Pengelolaan perbenihan kehutanan;

10. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;

11. Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;

12. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

13. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;

14. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;

15. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas

16. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan;

17. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

18. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas.

4.2, Pembahasan Tugas Akhir
1. Prosedur Pengeluaran Kas dan Anggaran Belanja
Prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja yang dilakukan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
berikut:
1) Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan yang pengajuan

usulannya telah dibuat sebelum tahun anggaran berkenaan.
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2) Surat Keputusan Kepala Dinas yang meliputi Surat Keputusan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Keputusan ’ejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Surat Keputusan Pemegang Uang Muka Kerja, Surat
Keputusan Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pembuatan akun Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) pada Aplikasi Penatausahaan
Keuangan,

4) Surat Keputusan Gubernur tentang Penctapan besaran Uang Persediaan
(UP) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali.

5) Surat Pengajuan Uang Persediaan (UP) setelah terbit Surat Penyediaan
Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang sebagai dasar Penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan pelaksana APBD yang diterbitkan
pelaksana kegiatan/Bendahara Pengeluaran.

6) Surat Pelimpahan Uang Persediaan (UP) Pengguna Anggaran (PA)
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh pejabat untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

8) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Surat Perintah
Pencairan Dana oleh Pengguna/Kuasa Anggaran.

9) Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum atas beban pengeluaran yang
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

10) Menyerahkan SP2D ke Bank BPD sebagai uang kegiatan untuk mendanai

kegiatan.

28

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Surat Keputusan Gubemur Penggunaan Anggaran (PA)

x

Surat Keputusan Kepala Dinas

Y

Pembuatan akun Penggunaan Anggaran (PA)

¥

Surat keputusan Gubernur Uang Persediaan (UP)

Y

Surat Pengajuan Uang Persediaan (UP)

¥

Surat Pelimpahan Uang Persediaan (UP)
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Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

!

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Y

Penerbitan SP2D

!

Menyerahkan SP2D ke Bank BPD

Gambar S Flowchart Prosedur Pengeluaran kas dan Anggaran Belanja

4.2.1. Bagian dan Pihak yang terkait

Bagian dan pihak yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas dan anggaran

belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antaralain:

1) Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan Pengguna Anggarandalam melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi SKPD.
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2) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan  mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

3) Pejabat Penataus ahaan SKPD
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang
dimuat dalam beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

4) Kuasa Bendahara Umum Dacrah
Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

5) Bank BPD DIY
Bank Pembangun Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank pemegang

Rekening Kas Umum Daerah.

4.2.2, Dokumen yang terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain:
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah salah satu dokumen yang
disiapkan dalam proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan Surat
Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan denganSPD,
maka bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada PA melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari:
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1) SPP Ganti Uang (GU) Persediaan

a. SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan

(revolving) yang telah digunakan.

PROVINSI D1 YOGYAKARTA
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Gambar 6 SPP Ganti Uang (GU) Persediaan
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b. Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA
atau KPA melalui PPK- SKPD/SKPPKD atau PPK Unit Kerja
dapat diajukan apabilaSPJ baik UP maupun GU sudah mencapai
50% lima puluh persen) jika dalam penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh PA, Sedangkan OPD yang kewenangannya
meliputi PA dan KPA maka GU dapat diajukan jika SPJ baik
UP maupun GU mencapai 25% (dua puluh lima persen)

¢. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri atas:

1. Surat pengantar SPP

Ringkasan SPP

Rincian SPP

Surat Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban atas

B oW

penggunaan dana SPP-UP/SPP periode sebelumnya
5. Salinan SPD
6. Surat pernyataan PA yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluanselain untuk
GU
7. Register LPJ atas belanja yang telah dilakukan
d. SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri atas:
1. Lembar I untuk PA/PPK-SKPD
2. Lembar II untuk Kuasa BUD
3. Lembar Il untuk Bendahara Pengeluaran
2) SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)
a. Semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dianggarkan
dari anggaran non regular (antara lain Dana Keistimewaan dan
Dana Alokasi Khusus (DAK)) maka pengajuan anggaran

dilakukan melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP)
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Gambar 7 SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)
b. SPP-TU diajukan untuk menambah uang untuk melaksanakan
kegiatan apabila Uang Persediaan (UP) pada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  tidak

mencukupi dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak

b.  Tambahan vang harus habis digunakan dan dipertanggung-
jawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan
tambahan uang

¢. Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu
dapat mengajukan SPP-TU berikutnya apabila SPP-TU
sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan
disahkan oleh PA/KPA

d. Batas pengajuan SPP-TU ke BUD paling lambat tanggal
25 bulan bersangkutan dan untuk bulan Desember
disesuaikan dengan SE Penatausahaan Keuangan Akhir
Tahun

e¢. SPP-TU di pertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri
oleh PA/KPA

f. Jika SPP-TU tidak habis digunakan maka sisa uang
persediaan harus disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir
bulan permintaan kecuali, Kegiatan yang pelaksanaannya
melebihi 1 (satu) bulan, Kegiatan yang mengalami
penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang
diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA,
Kegiatan yang dibiayai dengan belanja tidak terduga

¢. Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri atas:

1) Surat pengantar SPP

2) Ringkasan SPP

3) Rincian SPP

4) Salinan SPP

5) Rencana penggunaan dan Surat Pengesahan Laporan
Pertanggung Jawaban; Surat pernyataan PA atau KPA
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain TU:
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I, Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian TU

2. Surat pernyataan kesanggupan dari PPTK untuk
melaksanakan kegiatan sesuai SPP TU yang
diajukan

d. SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri atas:

1) Lembar I untuk PPK-SKPD/PPK Unit Kerja

2) Lembar I1 untuk Kuasa BUD

3) Lembar I1I untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. SPP Langsung (LS)

a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen
permintaan pembayaran yang dibayarkan langsung kepada
bendahara pengeluaran/penerimaan atas dasar kontrak
kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja
lainnya.

b. Pengajuan dengan SPP-LS dilakukan untuk:

1) Belanja gaji pegawai dan tunjangan

2) Belanja bunga, subsidi, belanja tak terduga dan
pengeluaran pembiayaan

3) Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo

4) Penyertaan modal

5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga
yang nilainya di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)

c. Batas Pengajuan SPP-LS untuk gaji termasuk gaji terusan
disampaikan ke BUD paling lambat tanggal 15 sedangkan
untuk gaji susulan, kekurangan gaji paling lambat tanggal

25

d. Pengajuan SPP-LS pengadaan barang dan jasa segera
disampaikan ke BUD paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah pekerjaan tersebut diserahkan dan

diterima dengan baik oleh PA atau KPA
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Gambar 8 SPP Langsung (LS)

Pengajuan SPP-LS pengadaan barang dan jasa segera
disampaikan ke BUD paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah pekerjaan tersebut diserahkan dan

€.

diterima dengan baik oleh PA atau KPA
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. Bukti-bukti pengehuaran asli sebagai lampiran SPP-1S
merupakan arsip yang disimpan oleh PA aau KPA setelah
proses pencairan dana selesai

g Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk pengadaan Barang
dan Jasa mencakup:

1) Surat Pengantar SPP
2) Ringkasan SpPp

3) Rincian SPP

4) Lampiran SPP

h. SPP-LS yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat) terdiri
dari:

1) Lembar I untuk PPK-SKPD/SKPKD atau PPK Unit

Kerja

2) Lembar II untuk Kuasa BUD

3) Lembar III untuk Arsip PPTK

4) Lembar IV untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu

2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat  Perintah  Membayar  adalah  dokumen  yang
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan Surat Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD. SPM di terbitkan jika:
1) Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang
tersedia

2) Kebenaran pembebanan kegiatan dalam rekening belanja sudah tepat

3) Didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah dan lengkap

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM adalah diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP diterima dan apabila ditolak maka
dikembalikan ke bendahara paling lambat | (satu) hari sejak diterima
SPP, adapun yang melakukan penerbitan SPM yaitu:

1) PPK/ SKPD/SKPKD/PPK Unit Kerja memiliki tugas menguji SPP
beserta kelengkapannya, menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji
kelengkapannya dan kebenarannya untuk ditandatangani Pengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, menerbitkan Surat
37

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
SKPD/SKPKD tidak lengkap atau tidak benar, membuat register
penolakan penerbitan SPM, membuat register SPM
2) PA atau KPA memiliki tugas menerbitkan SPM, menolak SPM yang
diterbitkan PPK-SKPD/SKPKD atau Unit Kerja bila SPP yang
diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD tidak lengkap atau tidak
benar. Adapun macam-macam SPM, yaitu terdiri atas:
a.  SPM Ganti Uang (GU)
Surat Perintah Membayar Ganti Uang adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan. Dokumen
kelengkapan SPM Ganti Uang (GU) adalah sebagai berikut:
a) Dokumen SPP
b) Cheklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani
PPK
c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA SPM
e) SPM
f) Salinan Rincian Penggunaan Dana SP2D-UP/GU yang
lalu

g) Rekap penggunaan GU
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b. SPM Tambah Uang (TU)

Surat Perintah Membayar Tambah Uang adalah dokumen

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari

jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen kelengkapan SPM Tambah Uang (TU) adalah

sebagai berikut:

a) Dokumen SPP

b) Cheklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani
PPK

¢) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

d) SPM

¢) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA SPM

f) Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggung
jawabkan SPM TU pada akhir bulan yang sama atau
Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian laporan
pertanggungjawaban TU-DAIS

g) Rekap pengajuan TU dan Bukti Setor TU sebelumnya
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Gambar 10 SPM Tambah Uang (TU)

SPM Langsung (LS)

Surat Perintah Membayar langsung adalah dokumen yang

digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana

atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Dokumen kelengkapan SPM Langsung (LS) adalah sebagai

berikut:
a) Dokumen SPP

b) Cheklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani

PPK
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d. SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

SPM  Tambahan Uang Persediaan adalah uang yang
diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang
ditetapkan. TUP diajukan dalam hal:

a) Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup untuk
membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat
ditunda

b) Digunakan dan di pertanggungjawabkan paling lama |
(satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan

¢) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus

dilaksanakan dengan pembayaran LS

fdis LN
O gy
--m~
oy O
LU G i T

EE | NIWTTLTUMIIACUEDS DCIAKD el bger | W

Gambar 12 SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)
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Dokumen yang digunakan dalam penerbitan SPM, yaitu:
a) Surat Permohonan Tambahan Uang (UP)

b) Surat Pernyataan Kebutuhan Uang Persediaan

¢) Laporan Pengguna Uang Persediaan Sebelumnya

d) SPM UP Scbelumnya

€) Surat Pengantar SPM

f) Daflar Penggunaab Uang Persediaan

g) Surat Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM)

h) Rencana Pengunaan Uang Persediaan

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara UmumDaerah
(BUD). Adapun cara penerbitan SP2D sebagai berikut:

1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan
oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan

2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

3) Setelah SP2D terbit, kuasa BUD menyerahkan SP2D ke Bank BPD,
kemudian Bank BPD mentransfer ke rekening atas nama penerima
dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D. Dokumen
kelengkapan SP2D adalah sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/KPA
b. Lembar ke-2 SPP
Lembar asli dan tembusan SPM

d. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP
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Gambar 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
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5.1.

BAB V
PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan Tugas Akhir dan
pengalaman pembelajaran yang tentang prosedur pengeluaran kas dan anggaran
belanja pada Dinas Lingkungan Ilidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Kesimpulan Tugas Akhir

Prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kchutanan DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas dan
anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY merupakan
serangkaian langkah yang digunakan untuk mengelola, mengendalikan, dan
mengawasi pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

Pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY terdapat 2 (dua) kelompok yaitu pengeluaran kas melalui
mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) dan pengeluaran kas melalui
mekanisme Langsung (LS).

Adapun prosedur yang digunakan untuk pengeluaran kas dan anggaran belanja
pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY, meliputi:

1. Perencanaan Anggaran, yaitu menyusun rencana anggaran belanja yang merinci
kebutuhan dana untuk setiap program atau kegiatan selama periode tertentu.

2. Persetujuan Anggaran yaitu, mengajukan dan memperoleh persetujuan anggaran
dari pihak berwenang.

3. Pelaksana Pengeluaran, yaitu mengeluarkan kas atau dana berdasarkan
permintaan yang sah, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, serta
mencatat setiap transaksi secara akurat.

4. Pengawasan dan pelaporan, yaitu memantau pelaksanaan anggaran dan
pengeluaran kas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,

serta melaporkan hasilnya kepada pihak terkait.
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5.2. Pengetahuan dan Wawasan dari Tugas Akhir

Dari pengerjaan Tugas Akhir ini, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang dapat

menambah wawasan, terutama dalam hal prosedur pengeluaran kas dan anggaran

belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Pengalaman pengetahuan tersebut diantaranya:

1. Penulis mengetahui prosedur pengeluaran kas dan anggaran belanja pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

2. Penulis mendapat pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang sudah ditetapkan.

3. Penulis mngetahui bagaimana cara menyusun, mengecek, dan mengarsip
dokumen.

4. Penulis mendapatkan gambaran nyata dunia kerja terutama dibidang akuntansi.

5. Penulis dapat belajar cara beradaptasi dengan lingkungan baru dan dapat
berkomunikasi dengan benar dan sopan.

6. Penulis dapat berlatih untuk memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang
diberikan.

7. Penulis juga mendapat pengalaman dalam penulisan ini, untuk menggunakan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menambah keterampilan dalam

menulis Tugas Akhir secara sistematis.

Pembelajaran dan pengalaman tersebut sangat membantu dalam hal
mempersiapkan modal untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Akhir kata
semoga hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang,
sehingga laporan Tugas Akhir ini bisa memberikan pengetahuan dan referensi untuk

pembaca.
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Lampiran

Hal

Yogyakaria, 29 Apri 2024

Kepada
:400.14 4.4/2303 Yih.  Dwektur Polteknik YKPN Yogyakaria
: Biasa

: lzn Magang/PKL d
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Saudara dengan nomor
84/POLTEK-YKPN/Sekr.IV/2024 pada tanggal 22 April 2024 perihal seperti pada
pokok sural, dengan ini kami sampakan bahwa pada prinsipnya kami bdak
keberatan memberikan zin kepada Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan
Magang/PKL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang akan
dilaksanakan pada:

Tanggal © 15 Juli s.d. 31 Agustus 2024
Tempat : Sub Bagian Keuangan - Sekretariat
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Nama . Amelia Rida Rachmawati (2021125663)
Givani Adhe Erika (2021125717)
Program Studi  : Akuntansi

Yang perlu diperhatikan adalah:
¢ Sebelum melaksanakan kegiatan harap melapor kepada Kepala Sub
Bagian Keuangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
* Berpakaian rapi dan sopan serta menjaga kelertiban dan kebersihan
lingkungan
* Menyampaikan laporan hasil Magang/PKL berupa softhard copy ke
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

anKEPALA,
SEKRETARIS

CAHYANI ALFIAH, S.Si.,, M.Sc.
NIP. 19740404 1999032009

Tembusan:
1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Mahasiswa yang bersangkutan

yang dertetian cleh Baa Sertfhasi Elektrond (B3€) BSSN
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BUKTI KAS PENGELUARAN
Terima dari  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
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Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

NUNUK KUSMINI, STP FERY MARYULIANTI, SP., cs
NIP. 19680708 199203 2 009

Telah ipungu: Telah dbukukan :0025 49U /802
PPN Rp B TgL 2/805%.. No. .o |
PPH__ Rop. Rek No 3.28.03.1.04.0002.5.1.05 05.03 0002
B Rp. Tahun Anggaran ; 2024
lr-ﬁn\‘_

(FERY MARYULIANT) 5P} im : )

NIP. 19740301 200003 2 005 S a

{7

1: Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pembangunan KBR selama 1 (satu) hari
tanggal 12 Agustus 2024 ke KTH Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul

2: Segera membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas, setelah selesai melaksanakan tugas
dimaksud
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PROPINSI DI YOGYAKARTA
BUAU KAS UMUM
RINDAMARA PINGILUARAN
BULLAN UL 2024

S 221828 2.22.02 0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(S )
PONGGUNA ANGHARAN UISND WIBOWO, ST, MSI
BINDANARA PONGILUARAN NUNUK KUSMINL, ste
TANGGAL # NO. DOKUMEN URAIAN PENERIMAAN ( RP ) PENGELUARAN ( %P ) SALDO ( RP )
01 Juth 2024 Saido sehelsmnya 29.697 .614.950,00 29371410 142,00 326.204 308,00
133.610.049 -
T S—— S ﬂuﬂlu.ﬂhﬂh!%.biblggigg‘nn? 1.133 00
01/ 3 D02e) . 1.459 324.657.00
Ot Jul 2024 W;ggibnﬂb.s,ﬂg |Pembayaran Gag PNS DLHK DIY Bulan Juli 2024 sebanyak 223, 1.133.619.849.00
IRAPTIE) 168, 231 = 62D jwa - 326.204 208.00
01 Juk 2024 34 .00/04 GOOCIVANS2 11.3 28 .0 00 02 O000M6/2024 |Pembdayarasn Gaj Terusan Pegawal a.n. Tambeng Sayuti DLHK 4.805 053.00
(CUIAZT2€) DY Busan Sl 2024,
331.009.861.00
01 Jub 2024 34 DO/04 O/OOC3I04A.S/2 11.3.28 0 00 02 0000/M/62024 |Pembayaran Gap Terusan Pegawar a.n. Tambeng Sayuti DLHK 4.805.053.00
(OINL2T24) DIY Butan Jull 2024, 326.204 808,00
O1.3ut 2328 |34 00/04 .0/0003IDSAS2 11.3 28.0.00.02 DO0OMSZT24 |Pembayaran Gaji PPPK NASIONAL DLHK DIY Butan Jufi 2024
(01/Jul2024) sebanyak 25, 11, 4 = 50 jiwa 84.864.322,00 411.069.130.00
01 1 2024 |, 00/« 0/00G30SAS2 11.3 28 0 00 02 OO0OMAE2024 |Pembayaran Gaji PPPK NASIONAL DLHK DIY Bulan Jull 2024
(D1/0a2024) |sebanyak 25. 11. 4 = 50 jiwa 84.864.322.00 326.204.808.00
O1 Jub 2024 | 34 0004 GOOCIOG/LS/Z 11 325 0.00.0Z OODGARGIZUZ4 |Pembayaran Gay PPPR DIY (ks Tensga Bantu) DURR DIY
Bulan Juli 2024 sebanyak 84 jiwa 210.621.390,00 $36.826.198.00
01 Juk 2G24 4 |Pembayaran Gap PPPK DIY (Eks Tonaga Bantu) DURK DIY
Butan Juli 2024 sebanyak 84 jwa 210.621.390,00 326.204.808,00
Kemalan (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja JKX) PNS,
340004 000030752 11.3.28 000 .02 COOOMAE2024 [PPPK ASN dan PPPK DIY (eks naban) pada DLHK DIY untuk
01 Nl 2024 (011 A2024) butan Juli 2024 65.635.37%,00 391.840.183,00
Pembayars luran Jaminan Kesehalan (JKS) 4 %. Jaminan
Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKX) PNS,
3.4 DO/D4 O/D00I0TAS/2. 11.3.28 ©.00.02 000062024 |PPPKASN dan PPPK DIY (eks naban) pada DUHK DIY urtuk
01 Juli 2024 (01/3ul2024) bulan Juli 2024 65.635.375,00 326.204.808,00
34.00/07_ 00001 1VTUV2 11.3 28 0.00 02 O000/P1/7/202 |Sisa TUP Subd Kegiatan Pangembdangan wana wisata budaya
D4 Juli 2024 4 (D 0i/2024) |mastaram DLHK DIY bulan Juni 2024 326.204.808,00
34 .00/04.0/000312/GU72.11.3.28 0.00.02 0000M/7/2024
S Jufi 2024 (DSIIuZ2024) {Pembayaran Gantl Uang ( GU ) OLHK DIY untuk tadan Juli 2024 $59.644.047 00 885.848.855,00
34.00/04 .0/0003131.5/2 11 3 28 0 00 02 0O00MA/7/2024 |Pembayaran TPP PNS DLHK DIY Butan Juni 2024 sebanyak 224
5 huli 2024 (05/Iul2024) jrea 1.261 676 800,00 2.147.525.655,00
34 DO/OA. DVOOOITINSS2 1173.28.0 .00 .02 O00ONALT2024 (Pembayamn TPP PNS OUMX DIY Bulan Juni 2024 sebanyak 224
s Juk 2024 (OS/IAD024) jiwa 1.261.676.800,00 885.848.855,00

]
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r e R Ay A ™ At Y y!-n)_«ltl...ori-i) TP POUrS NAS (M DY Puten Jir 2024 “
for ne mo2e jmmoaanoe _Jwmanym 22 e 27375 0,00 913 08 29500 |
| 3¢ DOme PMA AL O 21 ) P2 P O BT GO~ TR TEP PR HAS T8 MK DY Basan Surd 2034 |
e wi’.'t!:x e I7.27%5 =0 00 THS SAq 87 05 |
elaatac s M T DO0E A T ET T Y T OO0 U OO T onle [Pen mﬂﬂ‘%m&p Fantu) DR OV Bulan - |L
o, et P08 (O8I PO ra 91506 000 O 977 154 #5500 |
1 R Ll
o 200 N ade hw 2024 sebanysk B4 jwa 91 506 00N 00 185 348 375 ﬂ\uL"
g | )
.'géé 10200 000 OF CONDALTONDE | Meswhayerea hran Jamnen Kesshaman (JXKS) 4 % PNS, PPPR
oY, Bl PO LJ’.!:J}?_ ATN gan PEPY DY pada DLMK OY urtuk TPP tutan Jurd 27024 %0 150 434 0D 5 7% 11900
1% DOe DOOEIT TLUET 11 328 D OO 07 DON0MT AT Wren Jeminan Kesshstan (JXS) 4 % PNS, PPPK
0% A 2004 .ag.u.nul. BN, asn PPPY DIY pade DULMK DIY untuk TPP bulan Jund 2024 30 150 434 00 285 343 37500
TR DS SOOI 110 U U 00 G2 GOOOR 7200 aren Rekurangan Gajl Pokok PNS DUHK DIY Bulan
08 sk 202e |00 DT Janusn & d Maret 2024 1.172,. 238 = 641 jrwa 223 439 146,00 3 109 233 30150
1» Reburangan Gap
Of st 2076 STOB e DO Januar & @ Maret 2024 sebanyak231, 172, 238 = 641 jiwa 2273 439 146 00 225 348 355 0O
T4 DO SOOI TSI 11 S5 OO DO T e an Kekurangan Gay Pokok PPPK DLHK DY Buian
o8 Jut 207a | OmsTo2e | Januan §.0 Maret 2024 sebanyak 4 jwa 2.615.757.00 238 264 §12.00
5 UUR GO TULSE 1T 308 U OX G2 U000 772024 mbayaran Rekurangan Ga)y Pokok PPPK DLHK DIY Bulan
OX susb 202 - TT24) Janusn &.d Marel 2024 sebanyak 4 jwa 2 615.7S70C 289 248 395 CC
uran Jamman Kesohatan (JKS) 4%, Jaminan
|Kematian (JXM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JXK) PNS,
34 DO OO0 1A S 11 .2 28 0 OC 02 O000OMT/2T24 |PPPX ASN dan PPPK DIY pada DLHK DIY Kekurangan Gajl
08 Juli 202 (Ol 22024 Pokok Bulan Januan s d Maret untuk bulan Juli 2024 10.924.175.00 896.773 030.00
ysran luran Jamman Kesehatan (JKS) 4%, Jamman
Kematan (JKXM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JXK) PNS,
34 0004 OD00ITIAS/Z 11.2.28.0 .00 02 000072024 |PPPK ASN dan PPPK DIY pads DLHK DIY Kekwangan Gajl
08 Juli 2024 (OB )M 2C24) Pokok Bulan Januari s.d Maret untuk bulan Jull 2024 10.924.175.00 835.848 §55.00
Fembsyeran Jermm 6 jasa lenaga penanganan prasarsna &
sarans umum- pengsdasn tenaga kerja operasional lapangan
34 0004 OOO0C3181.5/2 11.3 28 0.00.02 0000MA/7/2024 |kolam IPL Juli 027/32051 tgl 29-12-23 BAST 00.3/5378 gl 30-06-
08 Juli 2024 (O8.La"2024) 24 subkeg pengoperasian & TPA/TPST '23.932.000.00 909.730.855,00
Fembayaran Term O jasa lenaga penanganan prasarana &
sarana umum- pengadaan lenaga kerja operasional lapangan
134 G004 0/0003 18502 11.3.28.0 00 .02 0000712024 |kolam WPL Jull 027/32051 tgl 29-12-23 BAST 00.3/5378 gl 30-08-
08 Juli 2024 OB Lt2024) |24 subkeg pengoperssian & TPATPST 23.932.000,00 B55.848.355,00
Pembayaran Term 6 jasa lenaga penanganan prasarana &
|sarana unwan- pengsdasn tenaga kevja pengawasan & ;
|34 O0/04 DD0031 8052 11.3 28.0 00.02 O000ANT /2024 *!lll! TPA Jul 027/320409 1gl 29-12-23 BAST 00.2/5280 tg!
08 Juli 20248 OB/ 3ul2024) 30-08-24 subkeg pengoperasian & TPATPST (Batsamp) 29.905.000,00 91%.753.855.00
Pembaysran Term B jasa tenaga penanganan prasarans &
S&'aN UMWM- pengadasn tenags kerja pengawasan &
TPA Juli 027/32046 1gl 20-12-23 BAST 00.2/3380 tp)
T Suli 2024 34.00/04 D/000319/15/2.21.3 22.0 00.02 QU0C/M/7/2024 30-00-24 subkey pengoperssian & TPA/TPST (Datsamp) 29.905.000.00 885.348.855.00
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